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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa
rahmat dan berkah-Nva sehingga Laporan Akuntabilitas Kinera Instansi
Pemerintah {(LAKIP)] Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat disusun dengan
baik dan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Hepublik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemernintah, dan
memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka tersedianya Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan  Selayar merupakan salah =satu  bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar vang
merupakan perwujudan dari upaya untuk menciptakan tata kelola keuangan
daerah yang transparan, akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Dokumen

ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi



pengelolaan sumber dava dalam rangka mendukung pembangunan daerah
vang berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat
berbagai kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran
vang konstruktif dari berbagai pihak guna penyvempurnaan laporan ini di masa
vang akan datang.

Akhir kata kami mmenyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada
semua pihak vang telah berkontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024
ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku

kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Benteng, 10 Februari 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
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RINGKASAN EKSEEUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang mana
pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selavar.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP}] menjadi salabh satu upaya vang dilakukan pemerintah untuk
mendorong tata kelola pemerintahan vang baik, yang mana instansi
pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.
Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selavar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Repulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan
tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar,

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
kabupaten Kepulauan Selavar membantu Bupati dalam penyelenggaraan
kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang dalam
penyvelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan fungsi
sebagai berikut:

1. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan
keuangan dan pendapatan daerah;

2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBLD);

3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan;
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Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daergh
(APBDY;

Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan  dan
pengeluaran kas daerah;

Penetapan Surat Penvediaan Dana (SPD);

Pengoordinasian penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnva;
Fenyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah;

Pelaksaan sistem akuntansgi daerah:

Pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak Bumi
dan Bangunan (FBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);

Pengoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang
dikelola oleh SKPD lainnya; dan

Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan

mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran

pembangunan vang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator



Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar,

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Indikator
Kinerja Utama dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja
vang realisasinya mencapal target vaitu Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP
OPD, Indikator Kinerja Utama Laporan Keuangan OPD sesuai Standar
Akuntansi (SAP), Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masvarakat
Pelavanan BPKPD dan Indikator Kinerja Opimi BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan KU vang pencapaiannya di bawah
100% atau tidak mencapai target yvaitu Indikator Kinerja Utama Persentase
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk IKU Opini BPK, IKU Indeks
Kepuasan Masvarakat Pelayanan BPKPD, dan IKU Nilai SAKIP OPD vang
dinilai masih berdasarkan tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran
2023,

Sebagal bagian darl perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan
Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk
perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang
akan datang. Dengan ini, upava perbaikan kinerja dan pelayanan publik

untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.
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Latar Belakang
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah

organisasi perangkat daerah vang ditugaskan untuk melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pengelololaan keuangan yang
menjadi kewenangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah serta
tugas pembantuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam mengimplementasikan tugas terscbut Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sclayar
dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai
denpan dengan prinsip-prinsip good governance scbagaimana yang di
amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara vang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governdnce Yyang
termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas
akuntabiltas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan realisasi

kegiatan penyclenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan
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kepada publik atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan
Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Reuangan dan
Pendapatan Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Selayar dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024
sekaligus melaksanakan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai alat
kontrol dan daya dorong dalam peningkatan kinerja setiap unit
organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta sebagai
feedback bagi stakeholder demi perbaikan kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas juga memenuhi amanat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 78 tentang
Penilaian Kinerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
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Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, dan Peraturan
Bupati Kepulauan Selayar Nomor 98 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan
Metode *Silajara” di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasar dari kondisi tersebut maka, Sistem Akuntahilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain
besar Reformasi  Birokrasi untuk  melaksakan seluruh proses
kepemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama
untuk mewujudkan Good Governance. SAKIP menuntut adanya
sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi
dan pemanfaatan informasi kinerja.

Evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling starategis dalam
SAKIP dikarenakan pada tahap akhir dari prosesnya akan
mengindikasikan optimal atau tidaknya kinerja setiap Organisasi
Perangkat Daerah, dan akan memperlihatkan sejauh mana kemajuan
instansi pemerintah dalam menerapkan kinerja yang berfokus pada
hasil. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu asas umum
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penyelenggaraan negara adalah azas akuntabiltas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
negara harus diertanggungjawabkan.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi vang lebih tinggi kepada pimpinan instans:
vang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinera,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada Kkinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersanghkutan, tetapi termasuk kinerja
(outcome) vang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dan kegiatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban akuntabilitas kineria serta monitoring dan

q



§ SR FEA N AN B ISR TAN (A EMAR KANPFAEN R 1 S LHEEFA

evaluasi dari sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencaana Strategis
(RENSTRA) 2021-2026 khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2023,
Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai feedback dan alat
kendali atau pemacu dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi.
Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi
salah satu masukan dalam menetapkan kebijjakan dan strategi yang
akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah
1. EKedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan
Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
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Kepulauan Selayar dan pelaksanaan tugasnya dijabarkan dalam
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagai organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah dituntut untuk mewujudkan
administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan
keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka
diperlukan pengembangan dan penectapan sistem serta prosedur
kerja  yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas dan
fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa berlangsung secara
berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam pemenuhan realisasi target kinerja dan sasaran
strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) vang telah di

(]
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akuntansi, dan pelaporan keuangan daecrah, pengelolaan
barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan dacrah;
Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum Fungsi
penunjang di bidang pengelolaan keuangan,
Menvelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan,
keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam
lingkungan Badan;

Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan
administrasi pengelolaan keuangan — daerah  dalam
hubungannya dengan masyarakat;

Mengoordinasikan dan menyelenggaralkan kebijakan
penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan
dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
Menyelenggarakan pelaksansan penempatan uang daerah
dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
Menyelenggarakan  pemberian pinjaman  atas nama
pemerintah daerah;

Mevelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah

daerah;
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11. Menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah;

12, Mengoordinasikan dan menyeleggarakan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang
pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;

13. Menyvelengparakan koordinasi dan  konsultasi  dengan
lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam
rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi,

14. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Menyusun laporan hasil pelaksansan Tugas Kepala Badan
dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai
bahan perumusan kebijakan, dan

16. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan
atasan sesuai dengan bidang tugasya.

Btruktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai

berikut :
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I. Kepala Badan
[I. Sekretariat, terdin atas :
1. Sub. Bagian Program;
2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
3. Sub. Bagian Keuangan.
[1l. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari atas :
1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah;
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah;
dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
[V. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas ;
1. Bub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan;
2, Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri
akast
1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
2. 8ub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntasi
Keuangan Daerah; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g
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Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdin atas :

1. 5ub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik
Daerah;

2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik
Daerah; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas

1. 83ub Bidang Pengembangan & Pelayanan Pendapatan
Daerah;

2.8ub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan
Daerah

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

11
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4.

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinva, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar didukung oleh 50 orang Aparatur Sipil Negara
(ASN) dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan
tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4

{empat) golongan, meliputi ; SLTA, D-3, S-1 dan S-2.

a. Berdasarkan pangkat dan golongan ruang

. p Jumlah
|orang)

1. | Pembina Utama Muda (IV /c) 1

2. | Pembina Tk.I IV /b) 1

3. | Pembina (IV/a) 5

4, | Penata Tingkat I (111/d) 12

5, | Penata (Il /c) 0

6. | Penata Muda Tingkat I (I1/b) &

7. | Penata Muda (Il /a) 12

8, | Pengatur Tingkat I (I1/d) 2 I

9. | Pengatur (II/c) 0

10, | Pengatur (I1/b) 0

11. | Abli Pertama/IX 2
JUMLAH ol
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b. Berdasarkan tingkat pendidikan

c.

Daerah berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang
berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana scbanyak 39 orang
(7T8%), Diploma 11l sebanyak 2 orang (4%) Sckolah Menengah Atas
sebanyak 9 orang (18%). Dengan demikian Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan

Jumlah
No Tingkat Pendidikan ( :
X =2 19
2 S1 20
3. D 111 2
| 4. aMA 9
JUMLAH 50
Berdasarkan jenis kelamin
Jenis kelamin
No | Golongan Laki-laki perempuan
1. [ IV o 2
2. |m 18 23
3. (I 0 2
JUMLAH 23 27

Data pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan.
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Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yvang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah
dimasa vang akan datang. Isu-isu strategis/program prioritas
merupakan sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap
signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi
pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait
dengan perencanaan RPJMD,

Berikut ini isu-isu strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dacrah Kabupaten
Kepulauan Selayar sebagai instansi teknis daerah yang menjalankan
pengelolaan  keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan
barang milik daerah :

1. Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih

bisa diminimalisir;

2. Perangkat Daerah dapat menjalankan anggaran kas yang telah

direncanakan dengan tertib;

3. Pengajuan Pencairan SP2D dari PD dilakukan secara tertib

agar Peneribitan SP2D optimal tepat waktu;

15



. Pengajuan Pencairan SP2D dari Perangkat Daerah sesuai
dengan persyvaratan ketentuan sehingga tidak terjadi
penolakan penerbitan SP2D;

. Kemampuan dan pemahaman SDM dalam mengelola
administrasi pencatatan akuntansi sesuai SAP  dan
penggunaan aplikasi keuangan berbasis Teknologi Informasi;

. Kerugian daerah dapat diselesaikan secara bertahap,

. Pengelolaan BMD dapat optimal dimana tingkat PD yang telah
melakukan Pengelolaan BMD yang baik dan benar dapat
mendekati 90%:;

. Pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah
termasuk pada setiap unit kerja; dan

. meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak

terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dacrah (BPKPD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 berpedoman pada dasar hukum

sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yvang mengatur
mekanisme perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi
kinerja instansi pemerintah puna meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, yang menjadi acuan dalam penyusunan

perjanjian kinerja serta pelaporan capaian kinerja.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja dan
akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

(BPKPD) Kabupaten Kepulauan Seclavar menetapkan perencanaan kinerja

17



LAKIF AN PENGEL LAY KEUANGIN DAN PERIULPLTAN DARRLN SAEAATEN KEPGLILAN SELAY

vang selaras dengan visi, misi, serta tujuan strategis pemerintah daerah.
Perencanaan kinerja ini diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
vang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis yang telah

ditetapkan.

Perjanjian Kinerja ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan
kegiatan, serta digunakan scbagai alat monitoring dan evaluasi terhadap
capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan pelayanan yang
efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan serta pendapatan
daerah. Melalui implementasi perencanaan kinerja yang sistematis dan
berbasis hasil, Badan Pengelolaan KPD berupaya untuk terus
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, optimalisasi pendapatan
daerah, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan aluntabel demi

mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

A. Rencana Strategis
Rencana Stategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021-2026, Penyusunan RKencana

1%
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Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2021-2026. Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merumuskan suatu
proses pengelolaan keuangan daerah vang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu tahun berjalan secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan
kendala yvang ada atau kemungkinan timbul.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar yakni “HKepulauan Selayar
sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” yang dijabarkan
dalam 3 (tiga) misi dan pada misi kesatu adalah Mengembangkan Taia
Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, ada 4 (empat)
sasaran vang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang

bersih, transparan dan akuntabel;

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan;

3. Meningkatnya nilai SAKIP OPD; dan

4. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan

aset milik daerah.
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Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernvataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 {satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Untuk itu,
agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai
strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki
indikator kinerja yang terukur,

Sasaran adalah hasil vang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional
untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran iersebut di atas

digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
TUJUAN SASARAN
NO URAIAN NO | URAIAN
1. | Mewujudkan ‘Tata Kelola | 1.1 Meningkatnya kualitas
Keuangan Daerah yang pengelolaan keuangan daerah
Transparansi, Akuntabel dan vang bersih, transparan dan
Partisipatil | akuntabel
2, ) | 2.1 | Meningkatnya kepercayaan
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masyarakat terhadap
pelayanan
Mewujudkan Reformasi | 2.2 | Meningkatnya Nilai SAKIP OPD
Birokrasi BPKPD 2.3 | Meningkatnya tertib
administrasi pengelolaan
keuangan dan aset milik
daerah -

Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang memuat program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun

rumusan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikout:

L.

Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan
keuangan, pengelolaan barang milik dacrah dan pengelolaan
pendapatan asli daerah (PAD),

Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan
anggaran  pemerintah  dacrah, penguatan  sistem
kelembangaan dan pengawasan, meningkatkan inovasi serta
pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan;
Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi
kinerja /hasil; dan

Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku,
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b. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh

pemerintah  daerah untuk mencapai tujuan dan untuk

mencapai tujuan dan sasaran  dibutuhkan  strategi.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar tujuan

dan sasaran serta strategi yvang telah ditetapkan sebelumnya

dapat diambil beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain:

1. Penginternalisasian  pemerintahan yang bersih dan
berakuntabilitas;

2, Peningkatan sarana dan prasarana kapabilitas dan
keunggulan SDM aparatur;

3, Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;

4. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan

kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
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Fungsi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai tolok ukur
pencapaian strategis OPD, sebagai dasar pengambilan keputusan oleh
Kepala OPD berbasis data, dan berfungsi untuk meningkatkan
transparansi dan pertanggungjawaban OPD kepada masyarakat dan
pemerintah daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU)} Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memuat
informasi tentang tugas, fungsi, kinerja utama, indikator kinerja utama
disertai penjelasan dan sumber data yang ditetapkan dalam Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
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Rencana Kerja Tahunan

Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan disusun sebelum
mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat
sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegatan,
target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Dokumen Rencana Kerja
Tahunan disusun sclaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan
menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepuluan Selayr sebagai penjabaran dari
sasaran dan program vang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang

dilaksanakan scbagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
BASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
HO URAIAN ND TURAIAN
1. | Meningkatnya 1.1 | Opini BPK atas Laporan WTP
Kualitas Pengelolan Keuangan Pemerintah
. Heuangan Daerah Dacrah
yang Bersih,
Mm] i dan 1.2 | Persentase Peningkatan 5,69
Pendapatan  Asli Daerah
[PAL)
2. | Meningkatnya 2.1 | Indeks Kepuasan 75,00
kepercayann Masyarakat Pelayanan
masyarnkal BPKFD
terhadap pelayanan
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D.

3. | Meningkatnya nilai | 3.1 | Nilai SAKIF OFD BB
SAKIF OPD

4, | Meningkatnya tertib | 4.1 Laporan Keuangan OPD Sesuai

administrasi Besual Standar Aluntansi
pengelolaan Pemerintashan [SAP)
keuangan dan aset

miilik daerah

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang
berigsikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tingg kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan vang disertai dengan indikator kKinerja.
Indikator Kinerja Utama ({IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun
2024 vang disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA| Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2021-2026. Kinerja memuat informasi tentang sasaran
vang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja
sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana
capalannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen vang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja vang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu  dengan
mempertimbangkan sumber dava wang dikelolanya. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
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tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang scharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome vang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, schingga terwujud kesinambungan kinerja sctiap tahunnya.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2024 telah menyusun Perjanjian Kinerja
dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada mulai eselon II,

eselon 111, dan eselon IV sebagai berikuat
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET

NO EASARAN RPJMD BPKPD
"1 | Meningkatnya Kualitas | 1. Opini BPK Atas Laporan| WTP
Pengelolaan  Keuangan Daerah Keuangan Pemerintah
yang Berath, Transparan dan Daerah
Aluntabel 2. Persentase Peningkatan | 5,60%
Pendapatan Asli Dacrah |
(PAD]
2 | Meningkatnya Kepercayaan | Indeks  Kepuasan — Masyarakat To,ul
masyarakat terhadap pelayanan Pelayanan BFKPD
"3 | Meningkatnya nilai SAKIP OFD Nilad SAKIP OPD BB
4 | Meningkatnya Tertib Administrasi | Laporan Keuangan OPD Sesual | Sesual
Pengelolaan Keuangan dan  Aset | Standar Akuntansi Pemerintah
Daerah {SAF)
No Program Anggaran

Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kab/Kota

Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Pendapatan Daerah

BUPATI KEPULAUN SELAYAR

H. MUH. BASLI ALI

29

Rp. 14.075.298.314
Ep. 140.741.017.490
Rp. 880,000,000
Rp. 2.304.620.646
Rp. 158.009.936.400

Benteng, 4 Januari 2024
HKEPALA BADAN,

Drs. MUHTAR, M. M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199603 1 001
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan di uraikan akuntabilitas Kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran
yvang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar periode 2021-2026. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas
keuangan dari seluruh anggaran vang diterima dalam rangka pencapaian
kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar.

Pendekatan ini juga sejalan denpan prinsip good governance vang
mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas akan menunjukkan sejauh
mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan
mandatnya dalam penvediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian
dan pertanggungjawaban program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi
bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah

dacrah kepada publik telah dicapai.
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Pijakan vang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini
adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang
dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel
berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip darn
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tshun 2010 yang juga
digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) ini.

Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan /kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan  yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daecrah Kabupaten Kepulauan
Selayar. Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian

target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk
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setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja dan pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan
dengan cara sebagai berikul
1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dan
2. analisis penvebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dinilai
melalui pengukuran pencapaian target Renstra 2021-2026. Pada Tahun
Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelenggarakan beberapa kegiatan
atau aktifitas sesual dengan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang
merupakan bagian dari Rencana Strategs.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

dijabarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :
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Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target

BABARAN INDIEATOR KINERJA UTAMA
TARGET

NO URAIAN NO URAIAN

1. | Meningkatnya 1.1 | Opini BPK atas Laporan WTP
kualitas pengelolnan Eeuangan Pemerintah
kewangan  daerah Draerah .
yang bersih, | 1.2 | Pergentase peningkatan 53,69%
transparan dan Pendapatan  Asli Daemb
akuntabel (FALY)

2. | Meningkatnya { 2.1 | Indeks kepuasan 70,00
kepercayaan masyarakat pelayanan
masyarakat BFKPD
terhadap pelayanan

3. | Meningkatnya Nilai | 1.1 | Nilai SAKIP OPD BB
SAKIPF OFD

4. | Meningkatnya tertib | 2.1 | Laporan  Keuangan OPD Sesiial
administrasi meesuai  Standar Akuntansi
pengelolaan Pemerintahan [(SAP)
keuangan dan aset
milik daerah

Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan tugas pokok

membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pemerintahan

daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan dacrah yang menjadi

kewenangan daerah telah melaksanakan beberapa capaian kinerja

dengan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukurnya dengan hasil

sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :
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Tabel 3.2

SR AFRPA FEN MU LA AN SELA VLT

Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Indikator
Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
%6

Target

=1

Crpini BPK
terhadap
Laporan
keuangan
daerah

Qpini

Persentase
poningkatan
Pendapatan
Asli Diaerah
[PADY]

Persen

5, 48%

[ndeks
kepuasan
masvarakat
pelayanan
BPFEPLD

Persen

72,50

100%

5,85%

100%

5,60%

2,03%

2,03%

78,01

100%

?5 |{:|D

Milai
OPD

SAKIP | Nilad

61,02%

BB

Laporan
Keuangan OPD
seguai Standar
Alcun tansi
Pemermiahan

[SAF)

Sesuai/
Tidak
Sesuai

Seguni

Seatal |

100%

Sesuni

Segual

100%

Indikator

Kinerja Utama

(LKU)

keempat Nilai

Sakip

Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Indikator
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Kinerja Utama (IKU) pertama Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah akan dijabarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinena
tahun anggaran berikutnya hal tersebut disebabkan karena Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 masih dilakukan audit
oleh BPK-RI sementara Nilai SAKIP di reviu oleh Inspektorat Daerah pada
awal tahun 2025 sehingga vang terjabarkan pada LAKIP tahun 2024
adalah nilai tahun sebelumnya yaitu tahun 2023,

Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua adalah Persentase
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 terealisasi
sebhesar 2,03% dengan kata lain ada peningkatan meskipun tidak
signifikan namun jika dilihat dar target sebesar 5,69% tidak mencapai
target hal ini disebabkan atau di pengaruhi olch karena adanya
perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah vyang menyebutkan bahwa Retribusi Menara

Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak lagi di pungut.
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Analisa Capaian Kinerja

Pada akhir tahun anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah  Kabupaten Kepulauan Selayar telah
merealisasikan seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) vang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah
disepakati antara Bupati dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun seluruh
capaian kinerja berdasarkan [ndikator Kinerja Utama sesuai dengan
tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikelompolkan
dan dianalisa sebagai berikut;

1. BSasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama (IKU 1)

Ho Batuan | Target | Realizasi Target | Realisasi
Uiama b %
2023 2024
i 7 ] ] ] & T ] ]
Opini BPK  atns
Laporan Keuangan | Chpmi wWTP wWTP 100 WTH
Pemenntnh
Diperah

it
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Berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia
Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa untuk mendukung
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan
negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ckonomis, efektif, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan maka perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar
pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan
mandiri,

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis,
dan evaluasi vang dilakukan secara independen, objektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai  pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pemeriksaan atas
Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemeriksaan Atas Tanggungjawab
Keuangan Nepara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
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dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan
atas laporan keuangan. Entitas Pemeriksa Laporan Keuangan
pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK].

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah
pemeriksaan selesai dilakukan, Laporan hasil pemeriksaan atas
laporan keuangan pemerintah memuat opini. Dalam kaitannya
dengan tupgas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Seclayar dalam hal pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar,
vaitu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah vang
merupakan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan Organisasi
Perangkat Daerah di linglkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Selayar.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun anggaran 2024 vang telah disusun diserahkan kepada
Badan Pemenksa Keuangan [BPK) Republik Indonesia pada tanggal
27 Maret 2025 oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan

Pemeriksaan atau diaudit pengelolaan keuangan Pemerintah
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Kabupaten Kepulauan Selayar, yang nantinya akan diberikan Opini

BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,

1.1. Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun
2023
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP} Nomor
32.A/LHP/XIX. MKS/05/2024 tanggal 25 Mei 2024, hasil Opini
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Berdasarkan hasil opini yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut maka target Sasaran
Kinerja ke-1 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini BPK
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023
berupa opini WTP dengan persentase 100% tercapai,
Dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Opini BPK
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas

Perangkat Daerah, penghitungannya dilakukan dengan

71



memberikan point pada maisng-masing opini. Target point
ditetapkan sebagai berikuat :
Apabila mendapat opini *Tidak Wajar®, maka point yang
diberikan adalah 1 [satu);
Apabila mendapat opini “Disclaimer”, maka point yang
diberikan adalah 2 (dua)’
Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian®
(WDPF), maka point yang diberikan adalah 3 (tiga); dan
Apabila mendapat opini * Wajar Tanpa Pengecualian® [(WTP),
maka point yang diberikan adalah 4 (empat).

Berdasarkan target point tersebut di atas, maka dapat
dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Realisasi Target point x 100 = Persentase Realisasi
Target Point opini

4 [empat] x 100 = 100%
4
Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat

dilakukan perhitungan capaian yaitu :

Persentase Realisasi x 100 = Persentase capaian realisasi
Persentase target

100% x 100 = 100%
100%

T2



1.2,

1.3.

AN KTTAAGAN AN PRSI TAN DA ERAN AT PN KRN SELATAT

Faktor Pendukung Keberhasilan
Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan di atas
vang mendukung pencapaian opini WTFP atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2023, dengan pendukung capaian kinerja scbagm
berikut:
1. Adanya peraturan perundang-udangan yang berlakuu;
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi
dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
3, Adanya upaya seluruh Perangkat Dacrah di lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Kepulauan  Selayar untuk

meningkatkan kualitas LK-OPD-nya masing-masing.

Faktor Penghambat Keberhasilan

Hasil Pemeriksaan atas Lapeoran Keuangan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 menjelaskan bahwa
masih adanya kelemahan baik pada sistem pengendalian
Intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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1.4.

Solusi (Rekomendasi)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untulk

menindaklanjuti kelemahan yang ada dan juga berusaha

meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada

peraturan  perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggungjawab.

2, Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU 2]
= s
nmum*mwmwmﬁ ww“"‘“‘“
2023 2024
1 2 A 4 L] & 7 B |
1 Pt o o L ol
Peninghkatin Persen | 5,48% 5,85 5,85 560% | 203% 2,03%
Pendapatan  Asl
Dmerah (PAD)

Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah yang

diakui sebapai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis

Pendapatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan

atas;

a. Pendapatan Asli Daerah;
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b.

.

Dana Perimbangan; dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis

pendapatan terdin dari:

Pajak Daerah;

Retribusi Daerah;

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah yvang Sah.
Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan
Selayar pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar
Rp.109.660.630.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 81.362.854.816,54 atau dengan persentase sebanyak 74,20%
dan terdapat selisih kurang sebesar Rp. 2B.297.775.183,46.
Berdasarkan realisasi tersebut, capaian target indikator
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak
mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 2,03% dari
persentase target sebesar 5,69%. Hal ini disebabkan karena

tingginya target penerimaan sementar ada sumber PAD yang
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kewenangannya beralih ke Pemerintah Provinsi dan karena
adanya perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan
bahwa Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Kepulauan Selayar tidak lagi di pungut.

Adapun rincian rencana dan realisasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024
" SRR TARGET REALISASI “’
PENDAPATAN ABLI DAERAH 109 660.630.000,00 | 81.362.854.816,54 | 74,20
1. | Pajak daerah 28.271.091.400,00 | 13.607.805.818,00 | 48,13 |
2. | Retribusi daerah 470922 112.000.00 | 47.124 BUO. 526,00 | 985 34
3. | Hasil pengelolaan | 12.778.500.000,00 | 12.005.751.676,20 | 93.95
| kekavaan deerah  yang
dipisahkan
4. | Lain-lain perndapatan asli | 200688925 600,00 B.624 406. 793 34 41.69
daerah yang sah |

i
Bumber ; LRA-FAD BPFEFD per 31 Deasmber 3024

1. Hasil Pajak Daerah

Target pendapatan dari sektor Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar pada tahun 2024 sebesar REp. 28.271.091.400,00 dengan

Th



realisasi sebesar Rp. 13.607.803.818,00 atau mencapai 48,13%. Hal
tersebut disebabkan karena rendahnyva beberapa realisasi pajak dan
tidak mencapai target, yaitu pajak air tanah terealisasi 8,77% dan
pajak mineral bukan logam dan batuan terealisasi 19,51%. Akan
tetapi terdapat juga penerimaan yang melewati target yaitu pajak
pajak reklame terealisasi 115,97%. Adapun rincian rencana dan

realisasi pendapatan dari sektor pajak daerah adalah pada tabel 3.6
sebagai berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah
Tahun 2024

NO URAIAN TARGET REALISABI LEBIH EURANG %
L | Pajak Dascrah | 28.271.091.400,00 | 13.607.805.818,00 14.663.285.582 | 48,13
I | Pajk Hotel 503.000.000,00 2624 15.505,00 240.584.405,00 52,17
2 | Pajak Restoran | 3.300.000.000,00 [ 2.501.531.994,00 798, 468.006,00 T5.80
3 | Pajak Reklame | 257.500.000,00 FOR 631.454,00 41.131.484,00 11597
4 | Pajak A.B57.000.000,00 3.812.016.484,00 44 983 516,00 98,83

Penerangan

Jalan
5 | Pajak Mineral | 12.050.000.000,00 2.351.154.116,00 5,698 845.884,00 | 19.51

Bukan Logam

dan Batuan

i
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Pajak Hiburan | 35.525.000,00 20.504.072,00 15.020.928,00 57,72
Pajak PEBPZ | 6.752.316.400,00 3.482.259 371,00 3.270.057.029,00 | 51,57
Pajak Air 215.750.000,00 18,026, 240,00 196.823.760,00 B77
Tanah

Bea Perolehan | 1.300,000.000,00 RED, 366, 462,00 439.633.538,00 | 66,18
Atas Tanah

den Banguan

2. Hasil Retribusi Daerah
Target pendapatan dari sektor
Kepulauan Selayar pada tahun 2024 scbesar Rp. 47.922,113.000,00

dengan realisasi sebesar Rp. 47.124.890.526,00 atau mencapai

retribusi

daerah Kabupaten

98,34% vang bersumber dari komponen retribusi daerah vaitu @

1. Capaian Retribusi Jasa Umum target Rp. 45.3152.769.000,00
dengan realisasi Rp. 45.818.795.747,00 atau melampaui target
dengan persentase 101,11% hal ini dipengaruhi oleh tingginya
realiasasi pada komponen retribusi pelayanan keschatan di

tempat pelayanan

kesehatan

lainnya yang sejenis

113,04% dan retribusi pelayanan kesehatan di

sebesar 99, 14%,

78

sehesar

puskesmas




W opbd Pl AT s N AGEAN [N PESTIAP FAN DA RREAN EADNUEA RS AL P LA LY SR

2, Capaian Retribusi Jasa Usaha mencapai persentase scbesar
52,54% dengan target Rp.2.106.344.000,00 dan terealisasi
schesar Rp.1.106.598.560,00. Adapun  komponen  yang
mempengaruhi adalah retribusi tempat
penginapan/pesanggrahan/vila vang persentasenya hanya 9,80%.
Akan tetapi terdapat 2 (dua) penerimaan retribusi yang melewati
target pada tahun 2024 adalah retribusi penyewaan bangunan
sebesar 128,33% dan mencapai target sebesar 100% adalah
retribusi pemakaian alat selam,

3. Capaian Retribusi Perizinan Tertentu hanya mencapai persentase
39,90% dan tidak mencapai target dari total target sebesar
Rp.500.000.000,00 dan yang terealisasi sebesar
Rp. 199.496,219,00 dan kompone yang mempengardhi capaian
realisasi tersebut vyaitu rendahnya capalan pada retribusi
pemberian izin mendirikan bangunan,

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor retribusi

daerrah sebagai berikut :
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Tabel 3.7

PENGEL EAAN KEUANGAN TALY PERIAPATAN (PAESAN KARNEA TN, KEPEL LN

SELAKLF

Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2024

URAIAN TARGET REALISAS] %
HABIL RETRIBUSI DAERAH 4T.923.113.000,00 47, 134, 890, 536,00 98,34
Retribusl Jasa Umum 45.315. TES.000,00 45.818.T25. 747,00 | 101,11
R.
i 515,000, 000,00 491.527.500,00 | 0544
Persampahan (Kebergihan
. Pe Packir di Tepi Jalsn
B I b 350,500.000,00 155.355.000,00 | 43,00
Umum
B P et ; 44 41 0E30.000,00 45160933 247 08 ( 101 kY
Pelayanan Kesshatan
E. Pengawasan dan Pengendadian - "
Mennra Telekemunikasi
E. Pr i d wmu
e 11.639.000,00 11.000.000,00 | 94,51
Penyedotan Kakus
R. Pelayanan Pengujinn Alal-Alai
Ukur, Takar, Timbang dan 18000 000,00 ]
Perlengltnpannyn
Retribusi Jasa Usaha 2.106.344.000,00 | 1.106.508.560,00 | 52,54
. Pemakaian Kekayaan Daerah 75.000.000,00 96,250.000,00 | 128 33
B. Penyediaan Fasilitas Pasar ——
Grosir berbagai Jenis Barang S CRL CHOMC, D00, (B W3 48 100,00 | 6867
yang Dikontrakkan
R. Penyedisan Tempst Pelelangan | ”zsn.mu.uﬁﬁ{.tl §9.201,700,00 | 27,68
R. Penyedizan Fasilitas Lainnya di |
j 25, 000.000,00 0
Lingkungan Terminal
B. Pelayanan Tempat Khuaos
s e 70.344.000,00 0
Farkir
R. Tempat
_ 26:5.000.000,00 25, GR0,000,00 | 9,80
Pengina pan/Fasanggarahan (Villa |
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R. Pelayanan Kepelabuhanan | B50,000. 000,00 422.046,760,00 | 64,03
. Pemalaian Kendaraan  119.500.000,00 41.300.000,00 | 34,56
Bermotor
K. Pemakesmn Laboratorium _ 24.500.000,00 13.075.000,00 | 5337
R. Pemakaian Alat _ 50.000.000,00 | 39.673.000,00 [ 79,34
B Pelavanan Tempat Reloreasi | a o
dan Olahrags
Retribusi Perizinan Tertentu 500.000.000,00 199.496.219,00 | 39,90
| R. kein Mendinkan Bangunan SO0, o, DO, D 190,496 215,00 | 39,490

Bumber LEA-PAD EPEFD per 31 Desember 3024

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pengelolaan kekayaan dacrah vang dipisahkan pada
bagian laba vang di bagikan kepada pemerintah daerah
ideviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga
Keuangan) realisasi penerimaannya sebesar 94,84% atau
scbesar Rp 12.005.751.676,20 tidak mencapai target dan target
vang telah ditetapkan sebesar Rp 12.658.500.000,00, dan tidak
ada realisasi penerimaan pada bagian laba yang dibagikan
kepada pemerintah daerah (Bidang Air Minum) dan target vang
telah ditetapkan sebesar Rp 120.000.000,00. Adapun rincian
rencana dan realisasi pendapatan sektor hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

Kl



Tabel 3.8
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Tahun 2024

URAIAN TARGET REALISASI %

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN | 12.778.500.000,00  12.005.751.676.,20 | 93,95

DA;ERAH YANG DIPISAHEKAN

Bagian Laba Yang Di Bagkan | 12.658,500.000,00 12.005.751.676,20 | 94,84
Kepada Pemerintah Daerah
Deviden] Atas  Penyertaan
Maodzal Pade BUMD BPRE
|Lembaga Keuangan)

Bagian Laba Yang Di Bagikan 120,000.000,00 . 2
Kepada Pemerintah Daerab |

Deviden] Atas  Penyertaan
Modal Pada BUMD
(Bidang Air Minum) |

4.

Bumber LREA-PAD per 31 Desember 20332

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Sektor lain-lain pendapatan ash dacrah (PAD) yang sah
realisasi penerimaannya adalah sebesar 44,33% atau sebesar
Ep 9.171.286.735,34 tidak mencapai target dari target yang
telah ditetapkan adalah sebesar Rp 20.688.925.600,00.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan
sektor lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dapat

dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut:
B2
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Tabel 3.9
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang Sah Tahun 2024

URAIAN TARGET REALISASI %

| LAIN-LAIN PENDAPATAN  ASLI | 20.688.925.600,00 | 9.171.286.735,34 44,33
DAERAH YANG SAH

Penerimaan Jasa Ciro 1.500.000.000,00 986.585.072,97 | 65,77

L

Penerimaan  Atas  Tuntutan | 7.257,167.200,00 1.057.268.498,33 | 14,57
Ganti  Keruugian  Keuangan
Daerah

rE ——

Penerimaan Komisi, Potopgan, | 11.931.758.400,00 7127433, 164,04 | ¥,73
atau Bentuk Lain

Sumber LRA-PAD BPHPD par 31 Desember 2024

Faktor penghambat keberhasilan
1. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;
dan
2. Koordinasi penanganan pendapatan secara menyeluruh dan

terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah masih

rendah.
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Faktor Pendukung Keberhasilan dan Rekomendasi

Faktor pendukung peningkatan laju pertumbuhan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar

berdasarkan karakteristik dan potensinya adalah bersumber pada:

1.

Pengembangan sekior pariwisata

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi wisata
pantai yang signifikan dapat menjadi salah satu upaya
pengembangan  dan  pendongkrak laju  pertumbuhan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Kepulauan Selayar;

Pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan ckonomi vang positif dapat meningkatkan
basis pajak dan retribusi dacrah, upaya pemulihan dan
peningkatan  pertumbuhan  ekonomi akan berdampal
positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Kepulauan Selayar;

Investasi Permnerintah Daerah

Investasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam

pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dapat

K-
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mendorong  pertumbuhan  ekonomi dan memngkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan
Selavar;

Optimalisasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pengelolaan vang optimal dan peningkatan nilai tambah
pada sektor-sektor ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan dacrah
Pengelolaan keuangan daerah yang efisien termasuk
optimalisasi  belanja modal dan operasi dapat

meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat

Terhadap Pelayanan
Tabel 3.10
Indikator Kinerja Utama (IKU 3)
hmmmmtmmﬁmwmﬂm
3033 2024

1 3 3 4 [ & .1 = e

ndeks

Kepusan Persen 7250 TEOL 10, T5,00

Misnparabat

Pelayanai

BPFKF




Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan alat ukur
untuk menilai kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh instansi
pemerintah termasuk, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) biasanya dinyatakan dalam skala 0-100 dan jika
semakin tinggi nilainya maka menunjukkan tingkat kepuasan yang
lebih baik terhadap pelayanan yang dibenikan.

IKM memuat sembilan unsur penting, vakni: (1) kesesuaian
persyarat layanan, (2) kemudahan prosedur pelayanan, (3] kecepatan
waktu dalam memberikan layanan, (4) kewajaran biaya/tarif dalam
pelayanan, (5) kesesuaian produk pelayanan dengan standar
pelayanan,|6) kompetensi/kemampuan petugas, (7) perilaku petugas
terkait kesopanan dan keramahan, (8] kualitas sarana dan
prasarana, serta (9) penanganan pengaduan pengguna layanan.

Data dianalisis secara deskriptil dengan menggunakan
tabel matriks dan grafik untuk menggambarkan kecenderungan dari
perscpsi masyarakat yang nantinya akan menyajikan informasi
tentang indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penyelenggaraan

urusan setiap perangkat daerah dan secara kumulatf akan

1
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membentuk KM pemerintah daerah untuk tahun yang
bersangkutan. Berdasarkan Indeks Kepuassan Masyarakat dapat
diketahui kinerja unit pelayanan dan kualitas setiap Perangkat
Daerah pada tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan

Nilal Nilai Interval (NI} | Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsl Konversi (NIK| Pelayanan Pelayanan
1 1,00 - 2,596 250 — 6499 (i} Tidak Baik
2 1 — 3,064 G5, Th b0 C Kurang Baik
3 3.0640- 3,552 T6.61 — BR30 B Harik
3 3.8324 — 400 B&31 - 100,00 A Sangat Baik

Sumber Data: Permen PANRE No, 142007 tontang Pedoman Survei Kepuzsan Masynrakas terhadap
Penyebengearaan Pelayanan Puahlik,

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat diketahui
kinerja kualitas layanan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ke 3
(ketiga) Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD pada Badan
Pengelolaan  Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar pada tabel 3,12 berikut ini :
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Tabel 3.12
Kualitas Lavanan

Badan Pengelolaan Kevangan dan Pendapatan Daerah

No. Unsur Pelayanan Nilai Konv. Mutu Kinerfa Unit
THM Layanan Layanan

1 | Kesesuginn persyaratan pelinmanan o8 C Kurang Baik

2 | Kemudahon prosedur/abur pelayanan 2.0 C Kurang Baik

3 | Waktu pelayanan T3.3 C Kurang Batk

4 | Kewajarn bimpatarif  dalum 98.3 A Sangat Baik
pelayanan
Kesesunian Jenis lavanan 75.8 C Kurang Baik
Kompetensi Kemampuan peligas 6.7 B Baik |
dalam pelayanan

7 | Perilaku  petugas dalam  pelayanan 7.5 B Baik
terkaoit kesopeaman dan keramahan

8 | Kualifns sarana don pragarana 742 C Kurang Baik

O | Penanganan pengaduan  pengmma | 75.8 C Kurang Baik
layanan
Rata-rata Nilal Unsur Pelayanan 7B.1 B Baik
Faktor Pendukung Keberhasilan
Faktor pendukung keberhasilan IKM Pelayanan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar terdapat pada unsur kewajaran biaya,tanf

dalam pelayanan tidak membebankan masyarakat

kompetensi petugas dalam memberikan layanan.

88
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Faktor penghambat keberhasilan
1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dan kemudahan
prosedur falur pelayanan,
2. Waktu pelayanan dan kesesuaian jenis layanan; dan
3. Kualitas sarana dan prasarane dan penanganan
pengaduan.
Solusi (Rekomendasi)
Berdasarkan nilai IKM persetiap unsur layanan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendappatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar berupaya untuk meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana, meningkatkan waktu pelayanan,
prosedur den alur pelayanan perlu lebih disederhanakan,
persyaratan pelayanan harus lebih disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesesuaian jenis layanan
dan peningkatan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan.

4, BSasaran Strategis 3 : Meningkatnya Hepercayaan Masyarakat
Terhadap Pelayanan

B9



Tabel 3.13
Indikator Kinerja Utama (IKU 4)

Indikator
B | Minerja Dt mmhh:wmmmhwhﬂ
T ] 2024
[ 1 2 3 3 ] & 7 B ]
1| Mila SAKIP | Nidw F H &0.90 BB
OFD

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari fungsi
vang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting vang diperlukan dalam laporan kinerja
adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara
memadai analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja
disusun dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian singkat Organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan;

3. Pengukuran Kinerja,;

4. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis
atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang
seharusnya terwujud.

Laporan Kinerja disampaikan paling lambat 2 (dua] bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran. Salah satu faktor utama dalam

)
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menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja guna
menjamin peningkatan dalam pelayanan publik. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi
dengan yang ditargetkan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan terhadap sistemn
akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selavar oleh Inspektorat Daerah Kepulauan
Selayar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas: Birckrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Evaluasi dilaksanankan terhadap 4 (empat] komponen manajemen
kinerja yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan

4. Ewvaluasi Internal;
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Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2023
Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh
Inspektorat Dacrah Kepulauan Selayar, hasil yang didapat Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar atas Sistemn Akuntabilitas Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2023 adalah 60,90 dengan predikat B (baik]) dengan
akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja
vang dievaluasi sebagai berikut :
a. Perencanan Kinerja ; 18,30
b. Pengukuran Kinerja : 18,30
c. Pelaporan Kinerja  : 9,30
d. Ewvaluasi Internal 115,00
Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2023, Indikator
Kinerja Utama (IKU) 4 (empat) Nilai SAKIP OPD terealisasi di angka
persentase 60,90 yang berarti mencapai target KU tahun 2023
adalah B (baik) dengan kriteria yaitu akuntabilitasnya cukup baik,
taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan sebagai

informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, namun demikian

7
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masih memerlukan banyak perbaikan untuk penyempurnaannya.
Hal ini berdasarkan hasil evaluasi vang dilaksanakan Inspektorat
Dacrah Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan antara lain pada:

1. aspek Perencanaan Kinerja dokumen perencanaan kinerja
belum memenuhi standar yang bhaik dengan ukuran
kinerja yang SMART.

2. aspek pengukuran kinerja belum terdapat pedoman teknis
penguluran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang
disahkan oleh pimpinan.

3. aspek pelaporan kinerja disebabkan juga oleh karena
belum dipublikasikan secara tepat waktu melalui website
Pemda/OPD atau media sosial lainnya dan

4, aspck cvaluasi akuntabilitas kinerja internal bahwa
impelementasi  SAKIP  telsh  meningkat, namun
rekomendasi atas hasil evaluasi akuntamlitas kinena

internal yang diberikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti,
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Faktor Penghambat Keberhasilan
Masih terdapat beberapa kelemahan dari segi Pengukuran Kinerja
vaitu dalam hal pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan

implementasi pengukuran.

Solusi [Rekomendasi)

Berdasarkan faktor keberhasilan dan hambataan tersebut di atas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan
sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Evaluasi AKIP antara lain
dari aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Evaluasi Internal agar sesuai dengan Peraturan Menten
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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Sasaran Strategis 4 :

NEPLLA ALY Sl

Meningkatnya tertib administrasi
pengelolaan keunangan dan aset milik daerah.

Tabel 3.14
Indikator Kinerja Utama (IKU 5)
Indikator Capaian Capalan |
Hu Ki i Satuoan | Target Realisasi Py Target lulil._ul a%
[ 2023 2024
1 3 a [ B 3 ] & " |
Laporan
H:uangﬂﬂ Sequiai Sﬂﬁuﬂi Sewual | M Spspn| Sesuml | CHOR
OPD  sesual
Standar
Akuntansi |
Pemerintahan
(SAP| i

Pelaporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan.

dari fungsi vang dipercayakan kepada instansi Pemerintah atas
penggnaan anggaran. Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi
Perangkat Daerah secara profesional, partisipatif dan akuntabel aschagai
bagian yang tidak terpisahkan demi terwujudnya “Goed Governance”. Hal
terpenting yang diperlukan dalam pelaporan keuangan adalah memenuhi

prinsip tepat waktu dan penyusunannya telah sesuai dengan Standar

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau System Analysis
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dipunakan untuk mengolah data yang digunakan instansi pemerintah
untuk mengelola sumber daya yvang dimilikinva sehingga penyajian data
lebih alourat, efelctif dan efisien.

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) vang berbasis akrual, laporan
keuangan vang dibuat oleh entitas pelaporan yaitu Laporan Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran [LRA), Laporan Arus Kas dan Laporan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) merupakan formula wajib vang digunakan sebagail acauan dalam
menyusun laporan keuangan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinega
Utama (IKU 5) yaitu Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Dacrah se-
Kabupaten Kepulauan Selayartelah seusai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis ke 4
(empat) yaitu meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah pada tahun anggaran 2024 terealisasi 100% atau

mencapai target.



Realisasi Keuangan

Analisis capaian kcuangan dilakukan berdasarkan Laporan

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar vang terdiri atas LRA, NERACA, dan

Catatan Atas Laporan Keuangan serta diterapkannya sistem dan prosedur

akuntansi secara berkesinambungan.

Total Pagu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar

Rp 166.993.740.900,00 scrapan realisasi sebesar Rp 157.053.092.431,00

atau dengan persentase scbanyak 94,05%. Adapun uraian belanja

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Belanja Badan Pengelolann Keuangan dan Pendapatan
Daerah Tahun 2024
No Uraian Jumlah [(Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5
Belanja Langsung 22.019.317.462,- 20.881.883.651,- | 94,83
Belanja Pegawal 8.255.311.246,- 74498 308.922,- 00,22
Belanja Barang dan Jasa | 13.410.841.616,- | 13.086.775.220,- | 97,58
Belanja Modal 353.164.600,- 346.800.000,- 08,19

o7




Dari total pagu yang dikelola cleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran
2024 scbesar Rp 166,993.740.900,00 selanjutnya dialokasikan untuk
merealisasikan 4 (empat) program, 13 (tga belas) kegiatan dan
terjabarkan dalam 90 (sembilan puluh) sub kegiatan.

Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program tahun 2024
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah per Program

PROGRAM TARGET REALISAEI %

Program  Penumjang  Urusan 12.863.38B.814,- 12.678,814,240,- 08,57
Pemerintahan Dagrah
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Keuangan | 150.345.731.440, 141.355.014.74],- | o402
Dacrah
Program Pengelolaan  Barang | 1,080,000.000,- 1.023.722.509,- | 94,79
Milik Daerah
Program Pengelolaan | 2,704.620.646,- 1.6G5 540.941,00 | 73,78
Pendapatan Daerah

JUMLAH TOTAL 166.993.740.900,- | 157.053.092.431,- | 94,05
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Terlihat pada tabel 3.11 realisasi anggaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 157.053.092.431,00 atau 94,05%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yakni
tahun 2023 dan tahun 2024, penyerapan anggaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Uralan Tahun 2023 Tahun 2024
Target ' 155,762,235, 893,00 166.993.740.900,00
Realisasi | 151.608,284,888,00 157.053.002.431,00
= - 97,33% 94,05%

SBedangkan realiasai target anggaran per program per kegiatan dan per
sub kegiatan di uraikan dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 3.18
Realisasi Target Anggaran per Program per Kegiatan dan per Sub kegiatan

EN EEPERLAUAN SELATAN

PROGRAM/KEGIATAN

BELANJA

INDIKATOR KINERIA
HASIL/ KELUARAN

h

TARGET

REALISAS]

TARGET REALISARL

PROGRAM PENUNJANG

12.863.388.814

12476 814,240

1B 000 OO

144 415.700

10 Dialrusnss 18 Dokomen

Indikater Kinerpa ¢ Jumlah
Dokumen Perenchnsan

Perangkat Daerah

HIERRARIE ]

25 B75, 700

3 Dukiginen 3 Db v

59,50

Koordinas: dan Pengustnon
Dokummen KEA SKPD

Indikator Kineda : Jumiah
Dokumen REA-SKPD dan
Laparan Hasil Koorhinas:
penyusunan dekumen REA-
SRPD

1 5 RN MR

14905 (00

Koordd s dion TP
Dakrimen Perubahan REA
SRPD

I Dakumen I Dokumren

Indikator Kinerja @ Jumilah
Dolumen Perubahan RKA-
SKEPD dan Laporan Hasil
Koordinas penyusunan
dokumen Perutsihan REA-
S5HKPD

AT 5000

ET.ATH 500

| Deiiemen | Dakisimismn

Koordinasi dar Penyusunan
DPA SKPTY

Indikator Kinerja : Jumilah
Dakumen DPA-SEPD dan
'L.npnmn. Huasil Koordinas
penyusunan dokumon DEA-
SKPD

05 DO DM

14900, 200

1 Dekumnen | Dokumem

Koordinozi don Pengresunan
Perubahan DPA-SRPD

1O
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Indikator Kinerja : Jumlah
Daokumen Perubahan QP
BKPD dan Laporan Hasil
Eoordinasi penyusunan
dokumen Perubahan DPA-
SKPD

EFAL 120

B ERAE AL AAITIR AN B RILAUAY S LA

1 Doltumien

1 Dainimen

GO0 T

Koordimast dan Pengusunarn
Loporan Copaian Kinerpa dear
fichelinerr Bevadizas] Kera SEFD

Indikator Kinedja : Jurniah
Laporan Capeian Kinerja dan
Ikhitisar Reafisan Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Hoordinasi Laporan Capaian
Hinesja dan lkhtizar Realisasi
Kinerfa SKPD

| 5, 00k DY

BRSO

2 Lapafan

2 Lapurun

S5

Evaluast Kinerfa Perarghat
Dterafi

Indikator Kinerja : Jumiah
Laporan evaluas kinerje

15001 )

F 52600

1 Lapcoran

| Eaparan

o, B,

A AL S30,. TDD

4. B1E.499.972

TR

Indikator HEEua sdumlah
orang yung menerima gaji dan

A4 HA A0 T

Rl [ e P

50 Ovang) Ain

39 Drang/Hin

tunjangan ASN
FPelnk=anman Penoiausafunarn
Kevumngen SEPD

indikavor Kinerja : Jumlah
dokumen penatausahaan dan
pengifian fverillkasl lenangan
SKEPD

32555 00

31647000

12 Dakutners

12 Dabumes

FKoordineas: dan Pelnksanaan
Akuntanst SKPD

Indikator Binerjd © Jumlsh
dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

P HE R

17,585, 00

1 Deliuissedi

1 Dakumen

GT.2IN

Koordireas! dan Pengrisunan

Laporan Keuangar Akhir
Tahun SKPD

Indikator Kinera @ Jumlah
laporan keuangan Akhir
Tahun SKPD dan laporan hasil
koordinasi penyusunan
laporan keuangan Akhir
Tahun SKPD

15443 60100

P29 100

2 Laparan

1 Lapornn

1




FPengelolacn dan Penyiapan
Bahan Tanggapar
Pemeriksoaan
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Indikator Kinerja @ Jumlah
dokumen bahan tanggapan
pemerikasan dan tndak lanjut
pemeriksaan

15,443 600

14,0137

| Daiciamen

1 Dokumes

B0, T

Bulanan /Triwulanan/Semesle
man SKPD dan laporan
koordinasi penyusunan
Laporan Kegangan

Bulanan/ Trwulanan / Semeste
ran SKPD

I3650- 500

AR PR ]

4 Laporun

24 Lapswan

or.a %

Hegiatan Administrasi

Hepegawalan Perangkat
Daerah

B4 AXZE, OO

Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut

Kelenghkapannys

Indikntor Kinera : Jumlah
Paket Pengadaan Pakrian
Drinas beserto Atribut
Kelengkapannys

12 Paket

120 Prakoet

LEHF

Pemdidikan dan Pelatihan
FPegruuny Berdosarkan Tegas
dan Fungzi

Indikator Kinerja : Jumilah
pegawal berdasarkan tupoksi
vEng mengikuti Pendidikan
din Pelatiban

Z1.8.35. 1h0

5 hrmmp.

5 (rang

5,15

4

tmibangan Teknis
Imiplemenios Peraturan
Periimedeng-{incdangen

Indikalor Kinerje : Jumlah
OFRNE FRAE mergrkuEl
Bimbingan Teknis
Impelementssi Peraturan
Perundang-Lindangan

1549 e (e

| 56, (6T, H)

30 Drang

30 Ornng

4 1%

Hoglatan Administrasi Umum
Feranghai Daerah

B4 1TE.660

LALE L6

Lirte

Fenyedinan Peralaian dan
Perlenghapern Kantor
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Indikator Kinega ; Jumlah
paket peralatan dan
perlengkapan kankor vang di
sedinkan

AN PENIAPACAN SANRULN KAl

36130600

233,010 &0

I TN KEPLALALAY SUEA0

13 paket

1 paket

Penyedican Bohan Logistk
Keerilor

Indakator Kirerja @ Jumlah
paket bahan lomstik kentor

yang disediakan

135734050

124,250 200

1 puaee

| paket

GG 4T

Pempodioon Bomng  Cetnkrn
dart Penggandaan

Indikalor Kinenja : Jumlah

paket barang cetakan dan
penggandoan vang disediakan

15, DOk CEHD

B 6D SHp

1 peaioe

| pakrt

AT

Perpperdicean. Bobien Bacaan dan
Peraturan Perundengundargan

Indikator Kinerja ;. Juminh
bahan hacaan den peraturan
perundang-undangan yiang
disedinkan

102200

H, 525000

1 Dokumomn

| Dokamen

B, 00,

Fasilitas Kungongean Tam

Indikator Kinerja Jumlah
Laporan Fasilitast Kunjungan

NN

T4 REE.O00

| lmparan

0o 0

T

Pemyelenggaraan Rupoal
Koordinusi dan Konsulins
SHFD

Indikator Kinetja | Jumlah

Laporan Penyelenggaraan
Rapai Koordinasi dan

A5 100K

250 41 HEA

I Lapoean

YA

Konsultasi SKPD

Heglatan Pengadasn Barang
Milik Dasrab Penunjang
Uruzan Pemerintah Dacrah

[ L. S50, 000

117,700, D0e

fg_ﬁﬂmn Kendaraan  hnos
Clperastonnl atau Lapangan

lndikator Kinerga @ Jumlsh
unit Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan
_yang diadakan

G 5 2 O

25.620.000

4 Wz

4 Una

Y07

Pengadaar Meubel

Indikator Kinera ; Jumlah
unii meubss] vang disdakan

2300000

21.080.000

22 Urit

A2 LUnit

0,57

Eegiatan Penyedlaan Josa
Panunjang Urasan

Pemerintah Duerah

5,6 1 35485 40

85.321.4T2.045
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Pengedican Jasa Rormumikas,
Sumber Dayn Air dan Listrik

Indikator Kinerja ; Jumish
Laporan Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air
dun listrik yang disediakan

LTI GET o

1706, 072,600

4 Lapornr

4 Laporan

FPerigedioan Jasa Pelayanan
Lhreern Korfor

Indikator Kinera : Jumlak
Inporan penyedisan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
disediakan

D438 50 450

2438979 460

I Lapomn

| Lapmrmn

B3B3

Hegiatan Pemeliharann
Barang Milik Dacrah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daecrah

413,749, DO

Penpetican Jasa
Pemmeltharann, Hapia
Pemelitaraon dan Pajak
Kemdaraan Perarargan Dinas
aley Kenddaraar Denas Jabatar

1000

FT AT

Indikator Hm:"ﬂn TJumlah
Kendaraan perorangen Dinas
ptay kendaraan dinas jabatan
vang dipeliham dan
dibayarkan pajaknya

M), el N

MW7 210858

&0 Uit

B0 Wit

T BT

Pomeliharaen Peralotare eleert
Mestn Lo

Indikator Kinerja : Jumlah

115000

o B O

36 Uil

30 Uit

B0, 5 1%

-I!_"m';l'un.g Karttor dar Fergenier
Lowiringa

Inedilator Kinerja @ Jumlsh
Cedung Kantior dan Bangunan

luinnye yeng dipelihara

QH. 435000

1 Linn

| Uit

Hi 1

PROGHAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

IFR I3, T3 1. 940

14139800 4. 741

V36.000.000

931230, TET

O 42%

Hoordimnesi dan Penyusunan
HUA dan PPAS
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Indikator Kinerja : Jumlah
dokumen KUA dan PFAS yang
di susun

PEARA U TAN DR AR A TN ML AUAN ST A AN

| LR, ok 10

| 18591 .00

2 Daloumen

2 Dodkamen

07 A

Koordinas] din Penyisumnan
Perubohan KUA dan
FPerubahan FPAS

Indikator Kinerja : Jumlsh
dokumen Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS yvang di
SAIMLETY

| b o, 400

LET 455, 136

2 Dakumen

2 Dhkaremiery

g Rk

Koorcfinast, Pergiiesuran dan

Indikator Kineria : Jumiah
REKA-SKPD yang diverifikasi

2K 15000

27,76 3 1Hp

a5 Dokumen

45 [olumen

Hovedirasi, _ﬁanyumnun dlar
Verifikns Perubahan REA-
SKPD

Indileator Kinesja : Jumlah
Perubahan REA-SKPD yang
diverilikasi

FLLLEELELEE

(LA 1

45 Dokumen

4L [hakcumen

9, 5B

Hoordinast, Penyrusunan dan
Verdfikoms [PA-SKPD

Indikator Kinerja : Jumlah
DPA-SKPD vang diverifiknsi

20T

1555 BN

45 Dokumen

45 Dolkumen

0GRl

Koordirnaai, Permmesunan dan
Verifikasi Perubahar OPA-
SEFD

Indikator Kinera : Jumlsh
Perubahan DPA-SKPD yang
| diverifixasi

ZIAMMEIHHR

1G4S H M

45 Dolumen

45 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan
FPeraturan Dasrah lenfang
APRD dan Peraturan Kepala

Daerah lentarg Perjabanen
APRD

Indikator Kinerja : Jumlah
Perda teniang APBD dan
Perkads tentang Penjabaran
APBD

IT1.RS5.AHHI

271 (52 537

3 Dalouren

3 Dolumen

G TG

Krorchings) don Penpusunan
Perulionen Dhasvrali fﬂﬂ-ﬂ]ﬂﬂ
Perubehon APBD dien Peraieran
Eepalp Doeroh tertong Pergabvanm
Portubuehan APRL

Indikator Kinera : Jumbak
Perda teniang Perubahan
APED dan Perkodn fentang
Penjabaran Perubahan APED

14841 0HHD, MM

137 578400

3 Dakumen

A Dolowmen

G825
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Koordiras dan Pergnesunan
Regulasi zerta Kebijakan
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Hidang Anggerean

Indikator Kinerja: Jumlakh
dokumen Regulas serts
Kebjjalkan Bidang Anggaran

10

Koordinasi Perancanacn
Angoaran Pendapatan

Indikator Kinerja: Jumiah
dokirimen lagil koordinasi
perencanaan Anggaran Pendapatan

TU ALK HH]

TRAZE N

12 Dofoamen

12 Dokumen

O8.7 T

11

Keordinasl Perescanson Anggaran
Delanjs Daerwh

Indikator Kinerm - Juminh
dokumen hasil Koordinasi
Pereticahaai Anggaran HSelania
Diaerah

T AHE HH)

Th, 043 16

14 Dokumen

12 Dulunsen

ey

Koordinasi Perencanan
Anggaran Pembiayacn

Indiktator Kinera @ Jumlsh
dokumen hasl Konondinas

Perencanasn Anggaran
P bz

EELLIRLLT

IV 455

12 Dofoumen

12 Dokumen

3,53

Kegiatan Koordinasi Dan
Pengelolaan Perbendaharan
Daerak

33 I0E, OO

o BB

Koordinas dan Pengelolaan
Kas Dasrah

Indikator Kinera : Jumbah
dokumen hasil koordinas: dan
pengebolagn Kas Dacrah

BRELIEIRLL]

L3520

i3 Dofoamen

12 Dokumen

06, 0%

Pengeloloan Sisa Lelbih
Perhitungar Anggaran Faken
Sehalumnia

Indikotor Kinerga: Jumlah
laparan hasil Pengelolann Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnys

14 4000 (N

1293 500

| Laporan

1 Laporan

O1,T4%

FPemypapan, Pelaksanaon

Pengeredabion dar Perierbitan
Kas dan SPD

Indikator Kinerja: Jumlah
dokumen hasil pengendaian
dan Penerbitan Anggaran Kas
dan BFD

EE L LR ]

T2 AE2 900

2 DuoknreneTy

i Cokumen

W EE

Penataresahamn Pembiagann
Thierafy

106




LAKEE SLADAN PEMGELULAAN KEUASGAN DAN PURBAFATAN DASRAR KA TN KEPULALAY SELEAN

Indikator Kinerja: Jumlah
dokumen hasil Penatausabhaan
Feu:h_l.gyun Dmerah

A8, 0. 5040

A, TR KM

97 33%

Tranafar Lamnnya

Indikator Kinerja: Jumlah
dokumen hasil Koorcdinas],
Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervis,
Monitoring dan Evahaaai
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Trunsler Latnnya

T3 K3 SIHE

TLA64 420

12 Dokumen

12 Dokurnern

Koordirnasi, Pelaksandcn
Kerfazamea dan Pemaniauan
Trarsaks Non Tungl dengan
Leenboga Kesangon Bank dan
Lembagn Keunngon Bukan
Hank

Indikator Kinera : Jumlsh
dinknimen hasil pelaksanaan
kegasama dan pemantauan
tranz=aksi non tunai dengan
lembags keuangan bank dan
lembape euangan bukan
Bank

57 006000

S0, | 25

12 Dokumen

12 Dokumen

<

Koordinasi dan Pergpusunan
Laparan Realizast Pemsrimoarn
dan Pengelunren Kos Daeral,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan

Ketiga (PER]

Indiketor Kinera: Jumbah
lnporan realisas penerdnann
dian Pengeluaran Kas Dacrah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelak=anaan

Prmunguinn fPematongan dan
Penyetoran Porhitungan Fihak
Ketiga |PFE) dan laporan hasi
koordinasi dalam ranglo
penyusunan laporan redlisasi
penenmaan dan Pengehiarn

Kas Daerah, Laporan Aliran

2872 5B

& THEZTA, Gal

12 Laporoa

132 Laporan

S5, 40
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SELATAR

| Kas, dan Pelaksanaan

Pomungutan,PFemotongen dan
Penyetoran Perhitungan Fihabk
Ketiga (FFE

Koordinias  Peloksaneen  Prtang
dan Ulang  Dewraby gang  Timded
Akibat Femge indaan Has,
dan Penempainn  Unng  Daemch
sebagai Optimatisas Kos

indikaror Kinerga; Jumlah
dokumen hasil koordinas:
Pelnksanmen Plhateng dan Uang,
rarrah yang Timbul Aldhat

0550000

IR TMIZG9E

12 Inbamen

13 Dodormen

T 5%

Indikater Kinerja: Jumlah
dokumen hasil Rehonalliasi
Data Penerimaan can
Pengeluarsn Kas serta
Pemunguian dan Pemotongan
Atas BPID dengan Instans
Terkall

11LAEL 000

100959339

2 Dukusnren

4 Dalmmen

BB A0

10

Pembinodan Penatousahoan

Keuangan Permerintah
Kaota

Kalmupatet, Kota

Indikator Kinerga: Jumlah
OFEnE ying mengikut
Pembinaan Penatausshaan
Keusngan Pemerintah
Knbupaten/Kota

&7 10 000

TEXXT

30 Orang

9B (5%

Eegintan Hoordinasi Dan
Felaksanaan Akuntansi Dan
Pelaporan Hevangan Daerah

1000, D00 000

993.613.246

09,3650

Koardinasd Pefabsano
Akrntansi Penermaan dan
Prengeiuaran Kas Daerah

Indikator Kinerja: Jumlah
laporan hasil koordinasi
Pelaksansan akuntanai

o, O2eD 0o

TT A0 300

1 Laporan

F A
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penerimaan dan pengeluaran

kas dasrah

LAKIP HADAN PENGULOLAAN KEIGANGAN DAY PENDAPATAN DAERAN SABUPATEY KEMAMAAN SELATAR

" Rekonatiast dan Verifibkast
Aset, Kewajian, Ekuitas,
Perdapatan, Belanfa,

Indikator Kinerja : Jumlah
dokumen hasil Rekonsiliasi
dan Verifikasi Asel, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
'Pb:mh;in.yrn, Pencdapatan LO
dan Beban

F50IHHE [HH)

A 1755 k0

12 Disdoumen

12 Dekumen

23360

Koordireasi Pengrisumnan
Laporan Perlarggpengrnaban
Pelabesengan APBD Bulanan,
Triumelan don Semesieran

Indikator Kinerja: Jumlak
Laporan Pertanggungawaban
Pelaksanman APBD Bulsnan,
Triwulan dan Semesteran

231 INHLHH)

89, 103080

| Laposun

35.64%

Konsoltdesd Loaporan Heuam't
SKPD, BLUDdan Loapoaran
Keuangan Perwerirfah Dasrak

Incikator Kinerja @ Jumlah
Laporan Kewangen SEPD,
BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang
terkonsalsdos

563777

3 Laporen

25,53 %

Koordinist dan Pengjusener
Rareangan Peroturon Doaerah
terttang Pertanggrengusaban
Pelakzanan APRD Prowinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Drnerah tendang Penpabaran
Peruingorrigyeaian
Pelok=arcan APRD

Katupaten/Kata

Indikator Kinerja : Jumlah
Rancangan Perda Tentang
Penjabarsn
Peranggungiawaban
Pelaksanann AFBD
Kabupaten  Kota dan
Bancangan Peraturn Kepala
Daerah entang Penjabaran
FPeratngiungawanbnm
Polabesanaan APBD

Enbupaten/Kota

1. S55 Qo) D00

FR A RO
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Peryjusnn

Tanggapary Tindak Larnjut
terhadap LHP BPE atas
Lapwiran Pertarnggungiaiahan

Pelak=anoan APRD
Indikatorr Kinega: Jumlah
dolumen Tanggapan, Tindak
Lanjut LHP BPK atss Laporan
Pertangrunawnban
Pelakeanasn AFBD

2T5.000 000

IR 255300

1 Diokasmeiy

1 Mokumen

66,38%

Kowwrrlieast, Srihronizasy dan
Panyelesaian Tuniutan
Perbendakaraan don Turduton
Kerugion Daerah

Indikator Kinerja ; Jumlah
dokumen haasil koordinasi
singkronisasi dan penyvelessin
Perbendaharaan den runmian

55000 000

5 Dokumern

3 Doloamen

F5, 0y

Indikator Kinerja : Jumlah
dokumen hostl Anolisis

Laporan Perianggunginwaban
Pelaksanaan APBED

25, (W

A% TEE 100

1 Dokumen

24 6%

Pernyusunon Kebijakan dan
Parnduan Tekiz Operasioal
Penpelengeormar Akeirdans
Pomenrtah Daench

Indikator Kinerja @ Jumish
Kebijakan dan Fanduin Tekis
Akuntansi Pemerintah Daerah

| CHD. THHE. (WD

A 5T N

1 Dolommen

49,58

10

Pambinaan Akurtans,
Pelaporen dar
FPerangmitugiaain
Pomerintah Kabupalen, Kot

Indikaior Kinerja : Jumlah
Crang yang mengikuti
Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggangiawaban
Pemerintah Kabupaten/Eota

|11 AHHT, THH]

1,19, 7H

30 Drang

51, 19%

11

FPamirnann Pergelolamn
Hersangon SLIM
HKabupaten/ Kota

Indikator Kinerja : Jumalah
BLUD Kabupaten f Kota yang
dibinmn

I{HLAHHL (HH

6% 854 TiM)

1 lembagn

| Lembaga

09 80,
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Kooroinos: dan Penguscrun
Statfeik Keuangan
Pemenrtahan Daerah

LARTE JEA N PENGELLAAY KTANGAN DAN PERTARA TAN DA ERLT KARCEPA TR

REFULALAN S0E

KT

Indikatar Hineria @ Jumlah
lnporan statistik keuangan
pemerintah daerah dan
pemerintah kabupaben  lools

2 LT MG (WY

A, i 1

1 Laporan

10k, E i

Heglatan Penunjang Urusan
Hewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

TA4, FAE, 400440

134,18 1. TOR TED

Perprisunan Kebljakan  dan
Alokosi Subsidi

Indikator  Kinerja: Jumiah
Laporan Hasil Pensusinan
Kebiakan dan Alokas Sulbaeidi

RRLEDEL LR

1 Laporan

Analisis  Perencanaon  dan
Penyaluran Bartuwan Keuangan

Indskator Kinerja: Jumlsh
laparan hasi] Analisis
Perencanaan dan Pemyaluran

130504 3T, 000

138 162 274,905

| Laporan

| Laporan

o, 1 6%

mE r—_——

T 238 T TS0

o, AT H 0 S

| Lapomn

| Laporan

88,1 1%

mmrimpE—

Fengelbloan Dana Ragi Haesil
Kabrpaten, Koto

Indikator Kinerja: Jumlah
laporan hasil Pengelolnan
Dana Bagl Hasil Kebupaten /

I R 257 440

L D

1 Laporan

[ Laporan

7o, 16%

HKota
Hegiatan Pengelolaan Data
dan Implementasi Bistam

Pemerintah Daerah Brelang
Hevangar Dasrah Pemenntah
Kubupaten/ Kota

Indilenier Kinemga: Jumbkah
OFAE FYang mengikutb
Pembinaan Sistem Informeasd
Pemerintah Daerah Bidang
H:uu:ngun Dm::rﬂh Pemeriinlak

Kabupaten /Eota
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PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

Kegistan Pengelolaan Barang
Milik Daearah

10 OrOHD . R0

}hnyumnn.T..‘:‘-wdur Hanga

Indikmtor Kmene | Jumlah
Standar Harga vang di susun

e 10D

ST A1 D

1 Dkt

1 Chaknameem

Penyusurnen Pererncanaan
Hebrtuhan Barang Milk
Deverrech

Indikmior Kinerja : Jumlah
rencan kebutuhan arang
milik daerah

17 45 10K

14 RE_MK)

45 [alomen

45 Dolsuimen

Penaimusahoan Horang Mk

Drierah_

Indilator Kinera © Jumkiah
laporan Penstausahaan
Barang Milik Dacrah

KT LN

HLO67 357

1 Laporan

1 Laparan

93, 78

fneentarisas Borong Milik
Derah

Indikator Kinerja : Jumlah
LH! Barang Milike Dagrah

h1LERE IHH)

Z51.5K1 1

1 Laporan

1 Laparan

R R

Pengamoanen Sarang Millk
Cxverah

Indikator Kinerja : Jumlah
leporan hast! pengamanan
barang milik daerah

i T EL B

$5LEESATI

1 Laporan

1 Laparan

Fengawasan dan Pengendalian
Pergpriolann Barang Milik
Drerah

Indikator Kineria - Jumbah
lnporan hostl Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan

18511 Gid)

15 0 KK

1 Laparan

| Laporan

B3 23%

Bamng Milik Dacrah
Optimalisast Pengquaaan,
Pemarnfaaian,
Pemuanahan, dan
Penghapresan Boarung Milik
daerai

Indikator Kaneria ; Jumiah
dakumen hasil Optimalisasai
Penggunaan, Pemanlhatan,
Pemindahtangnrsan,
Pemuosnehan, dan
Penghapusan Barang Milik
dacrah

ALN%h 40

20583 300

LoD

Ord 2ata

e
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EAN RALMVN 28

| Rekonsiiasi dalam rengka

Penppeaeenan Laporan Barng
Mtk Drrerah

Lol G CAL T B ALY T S B R N

ENCULIA TAN DATRAN AN A TENY KEPLLALA N

ST AK

Indikator Kinerja : Jumlah
laporan hasl Rekonsilins

dalim rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik Deerab

2155 ()

14 TR 4460

i Laporan

& Laporan

&7 24

Penyuesunan Laporan Barang
Milik Dxverah

Indikator Kinerja : Jumlah
Laporan Barang Milik Dacrah

rang disusun

23 60,000

FLIE TN

1 Lagoran

Sl AT

1o

Pembircaan Pergelolaan Barang
Milik Dk Pemeririiah

Kabupaten Kola

Indikator Kinera : Jumlah
Cirang yang mengiku
Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kois

T ALY 00

A4 110 300

25 Crang

25 Drang

03,08%

PROGRAM PENGELOLAAN
FENDAPATAN DAERAH

4888 BA1 407

1.595 540,541

B1.01%

Kegintan Pengelolaan
Pendapatan Dacrah

3.BE8.B61.497

1.995,540.941

51,31%

Peremcrmann pengeialoan
papak daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Dokymen rencene Pengelolaan
Pajak Dacsreh

64T 137

¥ Ana

12 Dplinmen

12 Crakumen

40 24%

Anﬂ!ﬁd&n}'engambungan
Pajak Doerak, seria
FPengrusunan Kelbifjakan Pafak
Daprah

|| pajak dacrah

Indilator Kinerja : Jumlakh
dokumen hasil analisa Paisk
Daerah serta pengembangon
pajak daerah dan kobijlan

14 3 76.0HH1

W 567.5%

2 Dokumen

2 Doloomen

93,A7T%

Peryulichan damn
Penyebarheisan Ketgpakan
Paprk Daerah

Indikator Kinerga : Jumisk
laporan pelaksanasn
Penyuluhan dan
Penvebarhiasan Kebijakan
ink Daerah

EERLLIRLEE

52242, nd

| Leposan

| Laporan

B0 56

I3




PELALALY NELATAN

Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah
Sarana dan Prasamng
Pengelolasn Pajak Dacrakh

51463, MH)

4+ Uit

4 Linit

23 30%

| Objek Fajak Daerah

Fendatman dan Pendaftaran

Indikator Kinerja : Jumbih
Luporan has] pendatasn
Pendaftaran Objek Pajak
Dmerah, Subyvek pajak dan

515 Bha (HHF

513,108 MK

2] Laporan

20 Lapodan

09,85

wajib pajak dacrah

Fengelahan, Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data Pajak

rerah

Indikator RKinerja - Jumlak
Inporan hosi Pengoluhan,
Pemeliharasn, dan Pelaporan

Besis Dats Pajak Dasrah

3, vl (1M

. U2 3 1HE

1 Lagraran

| Laporun

Penigign Pagipk Brum dan
Hengeanen Perdesann dan
Forkotpan (PREF) sertu Beo
Perofehan Hak atas Tanah dan

Bangunan HAHTH]

Indikator Kinerja - Jumish
obvek pajak vang disesuaikan

L A5 00

BY 17673

20 ek
Pajak

B, 38%

KJOPnya
Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator Kinerga @ jumlsh
dokumen ketetapan Pajak
daerah

LRLIRL LR LY

N, 724 S0

1 Dualouinem

O T B

Pelaganarn don Konsultosd
Fajak Daerah

Indikator Kinera : Jumlah
Layanan dan Konsulast Pejak
Daerah

b RLLIRULY

47,501 KH

L0} LayRnan

G5, Bl

10

Penedifian dan Verifikasi Data
Frdaparan Fapok Dyereh

Indikator Kinersa : Jumlah
data pelapomn pajak decrah
yong telah di lakukan
penelitian dan wverfikasi

108 00 000

L Rk |

| Dolormen

1 Dakumen

e, 2 5%

11

Penaghan Pajak Daerah

Indikator Kinerga ; Jumlah
dokumen hagil pelakasnaan

LRRE DT

L2 TH M0

1 Dplopmen

1 Dokumin

B AT

penagihan pajak dacrah

12

Penpelesmian Keterotan Paiok
[hrereh
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L DA ERAN AR TR K

ESILALAN SELAFAN

[msclikator Kinerja @ Jumlah
dokumen hasil penvelesatan
keberatan pajak deerah

S, (a0 Dy

45353 |

1 Dalaimen

| Dodormen

o0, 78

L

_dan Pengawasan Pyak Daerah

[ndikator Kinerja ; Jumilah
dokumen hasil pemerihksaan

seita penpendalian dan
PETEHWEL SN F.l;ljak dacrah

. 0 Do

4T 15 TG

1 Disdourmien

1 Dok

07 3

14

Pembinuar dan PertngEmn
Penggelolnan Retrifrest Daerah

Indikator Kinerja ; Jumlah
laporan hasil Pembinean dan
Pengawasan Pengelobain

Retribus Dacrah

ATE411 SN

270 Ak 150

1 Lapormn

I Laparan

T1,70%

Sumber ; Realisasi Fisik dan Keuangan per 31 Desember 2024 dan DFA-F TA 2024

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran masing-masing

kegiatan per program rata-rata tercapai 98%. Hal ini menunjukkan bahwa

penyerapan dana tahun angparan 2024

pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

mengalami peningkatan yang signifikan. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan

vang penyerapannya 0% yaitu sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan

Alokasi Subsidi hal ini disebabkan karena anggaran sub kagiatan yang

dimaksud merupakan Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan.
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BAE IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (LAKIF) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2024 telah disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

yvang telah dilaksanakan sepanjang tahun.

Laporan ini mencerminkan capaian kinerja serta evaluasi terhadap
kualitas kinerja seluruh elemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan BSelayar dalam mewujudkan tata kelola

keuangan yvang transparan, akuntabel, dan efisien.

Capaian kinerja yvang telah diperoleh diharapkan menjadi dasar evaluasi
untuk peningkatan kualitas layanan serta optimalisasi pengelolaan keuangan
daerah di masa mendatang. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk
mencapai tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar melalui program, kegiatan dan sub keglatan

gerta alur proses manajernen yang baik, mulai dari perencanaan
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penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi

yvang efektif.
4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daersh Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai
capaian kinerja dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan, dengan capaian kinerja
vang menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan keuangan

daerah.

2. Akuntabilitas dan Transparansi
Proses pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara

transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance,
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mesgkipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki

untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.

3. Tantangan dan Kendala
Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber
daya manusia, optimalisasi sistemn informasi keuangan daerah, serta

peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang.

4. Dampak terhadap Pembangunan Daerah
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
telah berkontribusi terhadap efektivitas perencanaan pembangunan
daerah, meskipun masih diperlukan inovasi untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah (PAD).

4.2. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang
perlu diperhatikan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar di masa mendatang:
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1.

4.

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPEFPD
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan
dan bimbingan teknis agar mampu beradaptasi dengan perubahan
regulasi serta mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah.
Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan
Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan
dan pendapatan dacrah untuk mendukung transparansi, efisiensi,
dan efektivitas tata kelola keuangan.

Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD)
Mengembangkan strategi inovatif dalam meningkatkan pendapatan
asli dacrah (PAD) dengan menggali potensi lokal serta memperkuat
kerja sama dengan pihak terkait.

Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi
Memperkuat mekanisme pengawasan internal serta melakukan
evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kebijakan
untuk memastikan akuntabilitas dan pencapaian target yang lebih
optimal.

Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan

119



masyarakat dalam mendukung kebijakan keuangan daerah yang

lebih efektil dan berkelanjutan,

Dengan adanya kesimpulan dan rekomendasi ini, diharapkan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga mampu memberikan
kontribusi vang lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah yang

berkelanjutan.

Benteng, 10 Februari 2025

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daefah,

NURSAL TKHBAN, S.E., M.Ak.
Pangkat : Pembina Tk.l
NIP, 19830525 200604 1 016
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